
SALI NAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PRO VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 55 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang 

Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 



-3 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang flak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan i Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018, Nomor 465); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 

2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huktun Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 

Pembangtman Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 
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Menetapkan  

28. Peraturan Menteri Dal= Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 655); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan lembaran Daerah Nomor 66); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Ash i Daerah Rp. 255.058.556.000,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.064.062.319.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah - 

Yang Sah Rp. 281.810.687.000,00 

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.600.931.562.000,00 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 481.202.204.000,00 



172.307.298.385,00 

335.386.290.141,00 

517.160.272.474,00  

1.024.853.861.000,00 

Rp. 1.690.278.480.000,00  

Rp. (89.346.918.000,00) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp.  

2)  Belanja Hibah Rp. 10.495.800.000,00 

3)  Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.450.000.000,00 

4)  Belanja Bagi Hasil — 

kepada Pemerintah Desa Rp. 11.002.250.000,00 

5)  Belanja Bantuan Keuangan Rp. 159.274.365.000,00 

6)  Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 665.424.619.000,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan-

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. 96.846.918.000,00 

Rp. 7.500.000.000,00  

Rp. 89.346.918.000,00 

Rp. 0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati mi. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati mi. 

Pasal 4 

Daftar Penerima Belanja Hibah sebagimana dimaksud dalam pasal 1 angka 

2.a.2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati mi. 
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Pasal 5 

Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 

2.a.3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 27 Desember 2019 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal, 27 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 55 

Salinan sesuai dengap/aslinya 
KEPALA BAG1 HUKUM, 

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M 
NIP. 19690112 199903 2 005 
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